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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-
2024 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun
sesuaidengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen
pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk
melaksanakan amanah yang diemban Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kabupaten Lampung Barat sebagaimana ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 4 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemetintah daerah Kabupaten Lampuing Barat dan sekaligus
langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999.

Pada Rancangan Akhir RPJMD 2023-2024, kinerja Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat diwujudkan
dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yakni
meningkatnya nilai investasi daerah, meningkatnya kuantitas
penyerapan  tenaga  kerja, dan  meningkatnya  kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan. Dengan penetapan
RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
86 Tahun 2017 perlu dilakukan penetapan Renstra Perangkat
Daerah, demikian juga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
sebagai Peranigkat Daerah (PD) di Kabupaten Lapung Barat
berkewajiban menyusun terhadap Rencana Strategis tahun 2023-
2024. Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan
dalam Bab I, Pasal 1 butir 29, adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program,

kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
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Urusan Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada

RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah

terkait dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini

didasari Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah
penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan
berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota
yang telah diverifikasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Tenaga

Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-

2026

adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1)
: “Renstra-PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah
dan bersifat indikatif;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan
Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang
mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis
yang selanjutnya disebut Renstra-PD yang dirumuskan dalam
bentuk Rencana Kerja PD yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan SKPD;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksafiaah Rencana Pembangunan Daerah (Lembaraii
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tefitang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalaim Negeti No 54 Tahun 2010 tentang
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Srategis Perangkat
Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPUMD dain RKPD;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah
melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 040-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dani Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 4 Tahun
2023 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat Noior 8 Tahut 2016 tentang Pembentukan dan Susuiiafi
Perangkat Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat
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1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Tenaga dan Perindustrian Kerja Kabupaten Lampung
Barat  Tahun 20232026 disusun untuk memberikan tujuan,
sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya pada tahun 2023 2026 yang dilaksanakan secara terpadu,
sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Maksud disusunnya
Renstra Dinas Tenaga Ketja dan Perindustrian Kabupateén Lampurig
Barat 2023 - 2026 adalah sebagai arah dan pedoman pelaksanaan
program dan Kkegiatan tahunan bagi Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas
dan fungsi selama 3 tahun kedepan dengan berpedoman pada.
RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Sedangkan  tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

1. Menjadi pedoman dalam menyusunan Rencana Kerja tahunan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung
Barat;

2. Menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten
Lampung Barat beserta seluruh unit kerjanya;

3. Merupakan bahan acuan bagi para pemangku kepentingan yang
terkait bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam

mengambil keputusan.
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1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan PerindustrianKabupaten
Lampung Barat Tahun 2023-2024 disusun dengan tata urut sebagai
berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Latidasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
2.2 Sumberdaya PD
2.3 Kinerja Pelayanan PD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.3 Provinsi/Kabupaten/Kota
BAB.IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.2 Indikator Kinerja Utama
BAB.V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Startegi
5.2 Arah Kebijakan
BAB.VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana Program dai Kegiatan
6.2 Indikator Kinerja
6.3 Kelompok Sasaran
6.4 Pendanaan
BAB.VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB.VIII. PENUTUP
8.1 Penutup
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BAB 1. GAMBARAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Lampung Barat merupakan
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Satuan Ketja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2016, Nomor 22 :
Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :
Kepala Dinas;
Sekretariat, terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
2. Sub Bagian Ketiangah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,
d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional,
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Tugas dan fungsi
Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan
perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Keépala Difias menyelenggaran fungsi |
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a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan  di lingkungan Dinas

tenaga kerja dan perindustrian yang menjadi tugas dan

kewenangannya,

. perumusan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan

perindustrian;

. perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan

melaksanakan kerja sama di bidang tenaga kerja dan

perindustrian;

.pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada

atasan; dan

. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan standar norma dan peraturan perundarig-

undangan.
Sekretariat

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan dan

menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan

dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas serta melaksanakan penyusunan program,

evaluasi dan pelaporai.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat
yang menjadi tugas dan kewenangannnya,

penyiapan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan
penyusunan program kerja;

menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas
dan penyusunan program kerja;

perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun
anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah
dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada
pimpinan;

pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana
APBD dani APBN dengan melaporkan hasil pengadaani kepada
Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan

BKPB dan Surat Administrasi lainnya;
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{.  pengoordinasinn kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan
dan bidang bidang yang ada di lingkungan Dinas ;

g, penyiapaan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan
kesekretariatan dan administrasi umum;

h. penyelenggaraan  urusan  kesckretariatan, rumah  tangga
(perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;

[ penyusunan rencana evaluast dan laporan pelaksanaan program
Kerja,

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

k. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-

undangan.

Sub Bagian Umum dan Perencanaan

() Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas
menylapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan
penjabaran kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian dan
perencanaan.

@ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan
fungsi :

a. penylapan bahan dalam menyusun rencana kerja sub bagian
umum dan  perencanaan  yang menjadl  tugas dan
kewenangannya,

b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan di bidang umum, kepegawaian dan
perencanaan;
pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;

d. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat
menyurat menurut jenisnya;

e. pelaksanaan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang
kelancaran tugas;

f. penyusunan dan melaksanakan administrasi kepegawaian
meliputi urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala,

serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan dinas;
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(1)

(2)

)

pengumpulan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas

kerja di lingkungan dinas;
pelaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian
secara umum di lingkungan dinas;

inventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari
pemecahan masalah,

penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana
APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan
penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;

penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA);

penyusunan dan menyampaikan laporan bulahan, triwulan,
semester dan tahunan pelaksanaan program Dinas, semester dan

tahunan pelaksanaan program perencanaan;

. penyiapan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang

perencanaan;
penyiapan bahan dalam perencanaan program pembangunan
bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik
daerah;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan

peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan

mengoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja,

melaksanakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi

serta melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan

keuangan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian

Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
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b. penyiapan bahan Kkebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibagian keuangan;

¢. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan
perbendaharaan;

d. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahul oléh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang
(SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU),
Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan
tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya

yang ditetapkan dan diajukan bendahara perigeluarati;

f. pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);

g. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);

h. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;

i. pelaksanaan akuntansi Perangkat Daerah;

j. penyiapan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban

atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan
kepada pimpinan; dan

1. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar
norma dan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja
(1) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

a. melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta
menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Tenaga
Kerja.

b. melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja, seleksi
calon pekerja migran, menyiapkan bahan pengurusan
kebijakan informasi pasar kerja, izin bursa kerja khusus dan
analis data pencari ketja dan;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan

fungsi:

a.

b.

penyiapan perumusan kebijakan informasi pasar Kkerja,
penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja;
pelaksanaan kebijakan informasi pasar kerja, penempatan tenaga
kerja dan perluasan tenaga ketja,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria informasi
pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga
kerja;

pemberian bimbingan teknis informasi pasar kerja, penempatan
tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan informasi pasar Kerja,
penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga Kerja,
pelaksanaan administrasi bidang penempatan tenaga kerja; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan;

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

(1) Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai

tugas:

a. melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta
menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Tenaga
Kerja.

b. melaksanakan pembinaan, pelatihan dan produktivitas tenaga

kerja;

a. melaksanakan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi

pengusaha, lembaga kerjasama Tripartit dan Bipartit,
melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan
hubungan industrial, pembinaan syarat-syarat kerja dan
pengupahan, serta penanganan penyelesaian perselisihan

hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;

b. melaksanakan pembinaan jaminan sosial pekerja/buruh bagi

tenaga kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja,
melaksanakan kerjasama dengan lembaga hubungan
industrial dan instansi lain dalam pengembangan jaminan
sosial pekerja/buruh, melakukan evaluasi kerjasama antar

lembaga dalam pengembangan jaminan sosial pekerja/buruh,
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serta melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial
pekerja/buruh;

dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan perumusan Kkebijakah pelatihan kérja dan
produktivitas, kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi,
pemagangan, bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan
kelembagaan hubungan industrial, syarat-syarat Kkerja,
pengupahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
pelaksanaan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas,
kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemagangan,
bahaii petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan Kelembagaan
hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengupahan dan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

penyusunan norma, standar, prosedur dan Kriteria pelatihan
kerja dan produktivitas, kelembagaan pelatihan, sertifikasi
kompetensi, pemagangan, bahan petunjuk teknis pelaksanaan
pembinaan kelembagaan hubungan industrial, syarat-syarat
kerja, pengupahan dan penyelesaian petrselisinan hubuiigan
industrial;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelatihan kerja dan
produktivitas, kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi,
pemagangan, bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan
kelembagaan hubungan industrial, syarat-syarat kerja,
pengupahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan ketja dan
produktivitas, kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi,
pemagangan, bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan
kelembagaan hubungan industrial, syarat-syarat kerja,
pengupahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
pelaksanaan administrasi bidang pelatihan dan produktivitas

tenaga kerja;

pengusaha;
pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama Bipartit, lembaga

kerjasama Tripartit dan Dewan Pengupahan;
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1. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, syarat-syarat
kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian
kerja bersama;

j. penyiapan dan pelaksanaan sidang-sidang lembaga kerjasama
Tripartit dan Dewan Pengupahan;

k. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
mogok Kerja dan penutupan perusahaan;

. penyusunan dan pengusulan penetapan Upah Minimum
Kabupaten kepada Gubernur;

m. pelaksanaan Kkerjasama dengan lembaga maupun instansi lain
dalam pembinaan, pengembangan dan kepesertaan jaminan
sosial pekerja/buruh; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perindustrian
(1) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan,
membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian
tugas Dinas dibidang Perindustrian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana serta program kerja  dibidang
perindustrian yang menjadi tugas dan kKewenangannya,

b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibidang perindustrian;

c. pelaksanaan koordinasi dan Fasilitas kerjasama lintas sektoral
dan regional dibidang Industri;

d. pelaksanaan pengumpulan penyusunan analisis dan desimenasi
data dibidang Industri dan melaksanakan pemantauan
(Monitoring) evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan
Pemerintahan dibidang perindustrian. melaksanakan tugas
dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan

perundang-undangan.
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